
 BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 KESIMPULAN   

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan , maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

didalam pengelolaan retribusi objek wisata pantai Lasiana yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, khususnya Bidang Destinasi wisata selaku pelaksana teknis 

yang mengelola sepenuhnya belum dikatakan maksimal , hal ini disebabkan oleh beberapa hal: 

6.1.1 Perencanaan. 

Dalam perencanaan yang dilakukan adalah menata objek wisata lasiana menjadi destinasi 

yang menarik dengan membuat tembok penahan ombak, mebuat lampu hias di pinggir pantai dan 

pemasangan wifi gratis kepada pengunjung yang sebagian sudah dilaksanakan dan adapun yang 

sedang dilaksanakan. 

6.1.2 Pengorganisasian 

Dalam pengorganisasian yang dibuat adalah rekrutmen pegawai lapangan yang ada  di 

pantai lasiana sudah dilakukan sesuai dengan SOP  

6.1.3 Pelaksanaan 

Dalam kaitan dengan pelaksanaan manajemen retribusi penagihan karcis belum 

dilakukan secara profesional dalam arti petugas penagih datang terlambat dan sebagian 

pengunjung tidak membayar. 

 



6.1.4 Pengawasan 

Berkaitan dengan pengawasan, pengawasan yang dilakukan disekitar objek wisata masih 

longgar. 

6.2 SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran – saran yang diberikan kepada 

DinasPariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT khususnya yang menangani pengelolaan 

obyek wisata pantai Lasiana dapat disarankan bahwa: 

 Pembagunan sarana fisik seperti pembangunan sarana – sarana atraktif terus dilakukan( 

pembangunan lampu hias, perbaikan lapak pedagang dan pembangunan permainan anak-

anak) 

 Rekrutmen pegawai sesuai SOP (dilakukannya pendidikan profesioanl kepada semua 

petugas) 

 manajemen keuangan harus dilakukan secara akuntabel dan transparan sehingga 

mendatangkan keuntungan, baik bagi masyarakat setempat maupun bagi pemda  
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